PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang — Telp / Fax. (0380) 833213, 821827

; Email : pmptsp.nttprov@gmail.com; Website:www.dpmptspprovnit.id
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS!I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/85/PTSP/VI/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI MOLLO TENGAH KABUPATEN TTS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarﬁhﬁan Lembaran Negara
% Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubh beberapa kali terakhir
denganUndang—Undang Nomor9Tahun2015tentaagpeﬂ.bahmkedtaatas
b Undang—Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
;:__,Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 53 Tambahan Negara Republik
‘Indonesia Nomor 5679); .

4. Pefatyran Pemerintah  Nemot, 17 Tahya “2010 tentang pengelolaan dan
Penyé%gaman Pendl(fkan ‘(Lemba \ Negara Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan™ i.,gnl:eran Negara Nompp 105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Permnm Nomor %Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 47, Tapﬁh 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (I.embaran%&ﬁegara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;




9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;

10. Surat Mendiknas Nomor 14/NPN/HK/2007 Tanggal 24 Januari 2007 tentang
Prioritas Pendirian Sekolah Menengah;

Tt Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15
November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan
dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Koordinator SMK Negeri Mollo Tengah Nomor
10/PPSMKNMT/01/11/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Permohonan ljin
Sekolah SMK Negeri Mollo Tengah;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa
Tenggara Timur-Nomor : 848/1747/PK/2021 Tanggal 03 Juni 2021.
Menetapkan
KESATU
KO'_ upew . ‘5' 7 Lama
Keahlian | Pendidikan
‘3 tahun
[ 3tahun
KEDUA Izin Operasional ini dikeluarkan sebagal pedmnan untuk d:lakukaﬁ proses penerimaan
Peserta Didik Baru (PDB); o
KETIGA 1zin Operasional ini berlaku 5 (lima) ahuntamltung mulal tanggal 20 Me1 2021 sampai
dengan tanggal 19 Mei 2026, setelah itu diusulkan untuk daperpamang,
KEEMPAT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Mollo Tengah Kabupaten Tengah Kabupaten
Timor Tengah Selatan berkewajiban memenuhi 8 (delapan} Standar Nasional
Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang beﬂaku
KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
% Lkembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeh_ru__a'\ dalam penetapannya
Ditetapkan di : Kupaﬂg
Pada tanggal : 04 Juni 2021
a n Gu Ll
/
-
RATN865 199503 1003
Tembusan :
1.  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3.  Wakd Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
-3 Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
6.  Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7.  Direktur Pembinaan SMA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9.  Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Koordinator Pengawas Kabupaten Timor Tengah Selatan di Soe.



